BERIKUT DAFTAR NAMA PIMPINAN DI LINGKUNGAN KKN
1. Kepala UP KKN 

: Prof. Dr. Ir. Sudibya, M.S.  
2. Sekretaris UP KKN
: Budi Siswanto, S.Pd.,M.Ars
B. PENYUSUNAN BUKTI-BUKTI SPJ
1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan  disusun  sesuai  dengan  Rekapitulasi Realisasi Pengeluaran / Rencana Penggunaan Anggaran (RAB) yang telah dibuat dalam Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.

2. Warna cover menyesuaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.

3. Pada  halaman  satu  disusun  Laporan  Penggunaan  Dana  yang  memuat  urutan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan kelompok biaya/belanja kemudian diurutkan sesuai tanggal pengeluaran (lihat Lampiran I); 
4. Bukti pengeluaran berupa ;

a. Belanja Honorarium (lihat Lampiran II).

· Dasar honorarium dapat dilihat dalam Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Nomor 68 Tahun 2020 
b. Belanja barang Kuitansi untuk pengeluaran berupa pembelian barang 
(lihat Lampiran III);

c. Belanja Operasional Lainnya :
1) Rapat Persiapan Kegiatan

Rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan di kantor/kampus, yang dapat dipertanggungjawabkan  hanya  snack  rapat  atau  makan  siang.  Apabila rapat persiapan yang dilaksanakan di kantor/kampus mengundang instansi atau wakil kementerian/lembaga, maka perserta rapat dari instansi atau wakil kementerian/Lembaga dapat diberikan Surat Perjalanan Dinas (SPD) atau transport lokal.
Absensi (daftar hadir) dibuat pada saat rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan dikantor/kampus dan yang dilaksanakan di luar kantor/kampus. Absensi (daftar hadir) diperlukan untuk mengetahui berapa banyak peserta yang hadir ( lihat Lampiran IV)

2) Tanda terima transport lokal

Tanda terima transport lokal dibuat dalam bentuk tabel seperti daftar hadir (absen) kegiatan. Transpor lokal diberikan maksimal               Rp 150.000,-. (lihat Lampiran V ).

5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri 

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata yang melaksanakan kegiatan di kabupaten/kota. Perjalanan  dinas  mengacu  pada  Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Nomor 68 Tahun 2020 Tentang  Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, yang terdiri dari:

1) Uang Harian (uang makan, uang saku dan transport lokal);
2) Transport luar kota. (tiket+boarding+Airport Tax jika menggunakan Pesawat Udara);
3) Biaya Akomodasi Hotel berdasarkan ketentuan yang berlaku (SBM Universitas Sebelas Maret Nomor 68 Tahun 2020) Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
4) Transport Bandara dibuktikan dengan tanda tangan pengeluaran Riil.;
5) Perjalanan Dinas didukung dengan Surat Tugas dari Sekretaris LPPM UNS dan Surat Perjalanan Dinas (SPD).
Pelaporan pertanggungjawaban Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata yang melakukan perjalanan dinas dibuat dalam bentuk SPD (Surat Perjalanan Dinas) yang berisi antara lain :
1) Kuitansi Perjalanan Dinas. Lihat (Lampiran VI)
2) Rincian perjalanan Dinas. Lihat ( Lampiran VII)
3) Daftar   Pengeluaran   Riil   untuk   biaya   transport   dari   propinsi   ke   Kabupaten / Kota. (lihat lampiran  VIII)
4) Surat Tugas Perjalanan Dinas dari Sekretaris LPPM. (lihat Lampiran IX)
5) Lembar 1 SPD (lihat Lampiran X)
6) Lembar 2 SPD, dilengkapi dengan stempel dan tanda tangan pejabat/pegawai negeri Kabupaten/Kota. 
6. Bukti Pengeluaran dibuat ”rangkap” 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut :

1.   Arsip LPPM  dalam bentuk asli.

2.   Arsip Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata 


      dalam bentuk asli.
7. Kuitansi/bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan, untuk kemudian dijilid dan diserahkan ke LPPM-UNS melalui Sub Bagian Umum.

C. BIAYA MATERAI
Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi meterai sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai,per tanggal 1 januari 2021 , tarif bea materai adalah Rp.10.000 dan di kenakan satu kali untuk setiap dokumen, yang menyatakan jumlah dengan nilai nominal lebih dari Rp. 5.000.000,00 ( Lima Juta Rupiah ). 
[image: image1.jpg]Meterai tempel yang digunakan untuk
melakukan pembayaran Bea Meterai, dapat
digunakan dengan nilai total Meterai tempel

paling sedikit Rp9.000





E. 
KEWAJIBAN  PAJAK
1. Pajak Penghasilan (PPh 21)
Pemotongan PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendahara Pengeluaran adalah pembayaran atas honorarium pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22) 
Dasar pemotongan PPh Psl 22 adalah Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Setiap pembelian barang lebih dari Rp. 2.000.000,- dan PPh pasal 22 sebesar 1,5% ( apabila memiliki NPWP ) tidak ber NPWP terkena 3 % dari DPP (dilampiri SSP PPN; SSP PPh psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko). 

2. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23) 
Dasar pemotongan PPh Ps 23 adalah Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Setiap transaksi pembelian Jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2 %. (dilampiri SSP PPh psl. 23 yang distempel toko). Setiap pembelian Jasa/Sewa lebih dari Rp. 2.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh psl. 23 yang distempel toko) Khusus pembelian Konsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 % dan tidak dikenakan PPN.Apabila pembelian Konsumsi/Jasa Catering tidak mempunyai NPWP maka dikenakan pajak 2 kali lipat atau 4% (dilampiri SSP PPh psl,23). Berkaitan dengan penyetoran PPh 23 menggunakan NPWP Universitas Sebelas Maret.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemotongan PPN Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 2.200.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender; maka dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) disertai Faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP).
CARA MENGHITUNG DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

DPP = 100/110 x Jumlah Pembelian.

CARA MENGHITUNG BESARAN PPN

PPN = 10% x DPP

· Cara Pembayaran Pajak:

Username : 4104140495260000
Pasword : UNSactive

Cetak billing pajak : sse.pajak.go.id

D. PENUTUP
Demikian  petunjuk  penyusunan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata disusun, semoga bermanfaat.

    Surakarta,  
	Ketua,

	

	

	

	Prof. Dr. Ir. Sudibya, M.S.  

	NIP. 196001071985031004



Lampiran I
LAPORAN PENGGUNAAN DANA

PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA

 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PERIODE BULAN JANUARI - FEBRUARI TAHUN 2021
Dosen Pembimbing Lapangan   :……………………….

Fakultas                                      : ………………………

Lokasi KKN


      : ...................................


	NO.
	KETERANGAN
	

	
	
	

	I
	HONOR PENUNJANG 

	Volume           Satuan           Honor /Jam   Total (Rp.)

	
	Maksimal pengeluaran mak 30% 
	

	
	Tanggal Honorarium Narasumber 
	xx                        xx                        xx                  xx

	
	              Honorarium Tukang
	xx                    xx                        xx                      xx

	
	              Honorarium ……………
	xx                    xx                        xx                      xx

	II
	BELANJA BARANG PENUNJANG OPERASIONAL 
(BELANJA BARANG BAHAN HABIS PAKAI) 

	Volume           Satuan                Harga         Total (Rp.)

                                                Satuan (Rp.)

	
	Tanggal  Belanja ATK
	xx                    xx                        xx                      xx

	
	               Belanja Bahan Pembelian Pupuk
	xx                    xx                        xx                      xx

	
	               Belanja Pupuk
	xx                    xx                        xx                      xx

	
	Belanja Pulsa
	xx                    xx                        xx                      xx

	
	               Dan lain-lain
	xx                    xx                        xx                      xx

	III
	BELANJA BARANG PENUNJANG OPERASIONAL 

( BELANJA JASA ) 
	Volume           Satuan                Harga         Total (Rp.)

                                                Satuan (Rp.)  

	
	Tanggal Belanja Jasa Foto Kopi
	xx                    xx                        xx                      xx

	
	Belanja Jasa  Cetak 
	xx                    xx                        xx                      xx

	
	              Belanja Jasa Desain
	xx                    xx                        xx                      xx

	
	
	

	IV
	Publikasi 
	Volume           Satuan                Harga         Total (Rp.)

                                                Satuan (Rp.)  

	
	Press Relies
	xx                    xx                        xx                      xx

	
	Seminar 
	xx                    xx                        xx                      xx

	Total XXXXX
	 Rp. 


Catatan:
.
1) Pengisian penggunaan anggaran sesuai format apa bila ada beberapa item yang kosong tetap d biarkan kosong  jangan  d hapus.
Mengetahui/Menyetujui

    Kepala UPKKN  UNS

Prof. Dr. Ir. Sudibya, M.S.                             NIP. 196001071985031004


Surakarta, ……………

Dosen Pembimbing Lapangan 
(N A M A T E R A N G)
NIP …………...........

Lampiran II                                                                       Contoh Daftar Penunjang Honorarium 
DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM

PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA PERIODE ……… TAHUN ………

	NO
	NAMA
	JABATAN
	HONORARIUM
	GOL
	PPh Ps. 21

	PENERIMAAN
	TANDA
TANGAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	88

	
	xxxxxxxx
	………………….
	
	
	
	
	

	
	xxxxxxxx
	………………….
	
	
	
	
	

	
	xxxxxxxx
	…………………..
	
	
	
	
	

	
	xxxxxxxx
	………………….
	
	
	
	
	

	
	xxxxxxxx
	………………….
	
	
	
	
	

	
	xxxxxxxx
	………………….
	
	
	
	7 = 4-6
	

	
	
	
	
	
	
	7 = 4-6
	

	JUMLAH
	
	
	
	
	


Keterangan: Honorarium dibayarkan berdasarkan Permenkeu 78/PMK.02/2019.
Mengetahui

Dosen Pembimbing Lapangan
(Nama Terang)
NIP…………

 *: Pilih Salah satu

Catatan tentang pembayaran pajak:
· Golongan I dan II tidak dikenakan  PPh Ps. 21
· Tenaga Kontrak mempunyai NPWP dikenakan PPh Ps. 21 sebesar 5%
· Tenaga Kontrak  tidak mempunyai NPWP dikenakan PPh Ps. 21 sebesar 6%
· Honorer/Mahasiswa dikenakan pajak PPh Ps. 21 sebesar 5%
· Non PNS dikenakan PPh Ps.21 yang mempunyai NPWP sebesar 5%
· Non PNS dikenakan PPh Ps.21 yang tidak mempunyai NPWP sebesar 6%

DAFTAR HADIR Narasumber
	Acara
	:

	Hari/Tanggal  
	:

	Tempat  
	:


	No
	Nama
	Jabatan dan
Instansi
	Tanda Tangan

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Surakarta, .......................

Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan
Nama terang

NIP

        Lampiran III                                                                     Contoh kuitansi < Rp.1.000.000









TA 
     
:










No. Bukti
:

KUITANSI
Sudah terima dari          :    Pejabat Pembuat Komitmen Biro Akademik dan Kemahasiswaaan
Jumlah 

             :    Rp.

Terbilang

            :    
	Guna membayar :
	Foto   Copy   laporan pengabdian   untuk   kegiatan   Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Periode ……. Tahun……. Yang berjudul ……….…   sumber dana RKAT UNS Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sbb :

3 exp x Rp. 250.000,-  =  Rp. 750.000,-



	
	












Surakarta, 




                Penerima(penjual) / yang Membayarkan (nama mahasiswa),


                                                                           ( PILIH SALAH SATU)

                                                                        ............................
Mengetahui,

	Setuju dibebankan pada MA berkenaan
	

	An. Kuasa Pengguna Anggaran
	Bend. Pengeluaran Pembantu 

	Pejabat Pembuat Komitmen Biro Akademik 
	Biro Akademik dan Kemahasiswaan 

	dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Drs. Rohman Agus Pratomo
	Ernaningsih Sulestyowati, S.Sos.

	NIP. 196510271992031002
	NIP. 197104241991112001


Contoh kuitansi ≥ 1.000.000,-









TA 
     
:










No. Bukti
:

KUITANSI
Sudah terima dari          :    Pejabat Pembuat Komitmen Biro Akademik dan Kemahasiswaaan
Jumlah 

             :    Rp. 

Terbilang

            :    
	Guna membayar :
	Foto   Copy   laporan pengabdian   untuk   kegiatan   Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Periode …….. Tahun ……… yang berjudul ……….…           sumber dana RKAT UNS Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sbb :

50 lembar x Rp. 200,-  =  Rp. 10.000,-












Surakarta, 


  


  Penerima(penjual) / yang Membayarkan (nama mahasiswa),,



                                                                           ( PILIH SALAH SATU)

   
                                                         ............................
Mengetahui,

	Setuju dibebankan pada MA berkenaan
	

	An. Kuasa Pengguna Anggaran
	Bend. Pengeluaran Pembantu 

	Pejabat Pembuat Komitmen Biro Akademik 
	Biro Akademik dan Kemahasiswaan 

	dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Drs. Rohman Agus Pratomo
	Ernaningsih Sulestyowati, S.Sos.

	NIP. 196510271992031002
	NIP. 197104241991112001


LAMPIRAN IV
DAFTAR HADIR
	Acara
	:

	Hari/Tanggal  
	:

	Tempat  
	:


	No
	Nama
	Jabatan dan
Instansi
	Tanda Tangan

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Surakarta, .......................

Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan
Nama terang

NIP

LAMPIRAN V
TANDA TERIMA TRANSPORT
	Acara
	:

	Hari/Tanggal  
	:

	Tempat  
	:


	No
	Nama
	Jumlah
	Tanda Tangan

	
	
	Rp. 150.000,-
	

	
	
	Rp. 150.000,
	

	
	
	Rp. 150.000,
	

	
	
	Rp. 150.000,
	

	
	
	Rp. 150.000,
	

	
	TOTAL
	Rp
	







                                       Surakarta, ..............................







                         Dosen Pembimbing Lapangan



                                                                                      (Nama terang)





                                               NIP.

Mengetahui,
	Setuju dibebankan pada MA berkenaan
	

	An. Kuasa Pengguna Anggaran
	Bend. Pengeluaran Pembantu 

	Pejabat Pembuat Komitmen Biro Akademik 
	Biro Akademik dan Kemahasiswaan 

	dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Drs. Rohman Agus Pratomo
	Ernaningsih Sulestyowati, S.Sos.

	NIP. 196510271992031002
	NIP. 197104241991112001


BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pada hari……… tanggal…….bulan……tahun…., kami yang bertanda tangan dibawah ini,


Nama

:


Jabatan

:

Alamat

:

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

:


Jabatan

:

Alamat

:

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah meneruma barang dari PIHAK PERTAMA berupa:
	No
	Nama Barang
	Jumlah

	1
	
	

	2
	
	


Demikian berita acara serah terima barang ini dibuat oleh kedua belah pihak

	Yang menerima,

PIHAK KEDUA

NAMA

	Yang menyerahkan,

PIHAK PERTAMA

NAMA



Lampiran VI

Daftar Penerimaan Dana Program

KKN Periode Juli -  Agustus 2021 Kelompok ................
	No
	Nama
	NIM
	Jumlah Dana
	Tanda Tangan

	1
	
	
	Rp. 1.000.000,-
	1

	2
	
	
	dst
	2

	3
	
	
	
	3

	4
	
	
	
	4

	5
	
	
	
	5

	6
	
	
	
	6

	7
	
	
	
	7

	8
	
	
	
	8

	9
	
	
	
	9

	10
	
	
	
	10

	
	Jumlah Total
	
	


Surakarta,








Ketua Kelompok, 









……………………………

	Setuju dibebankan pada MA berkenaan
	Lunas dibayar
	

	An. Kuasa Pengguna Anggaran
	Tgl ……………………………….

	Pejabat Pembuat Komitmen Biro Akademik 
	Bend. Pengeluaran Pembantu 

	dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret
	Biro Akademik dan Kemahasiswaan 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Drs. Rohman Agus Pratomo
	Ernaningsih Sulestyowati, S.Sos.

	NIP. 196510271992031002
	NIP. 197104241991112001


[image: image2.png]SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021 YANG BERFUNGSI SEBAGAI
ESTIMASI UNTUK PERENCANAAN ANGGARAN

A, SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

i. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/
workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri:

1. Perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya dapat
diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan

- tetap (PNS atau Non-PNS) yang mempresentasikan
makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis
pendamping) di konferensi dalam negeri terindeks,
dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia
konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa
pemakalah adalah dosen UNS.

2. Jumlah hari perjalanan dinas konferensi/seminar/
workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri
maksimal adalah jumlah hari konferensi ditambah 1
(satu) hari tetapi tidak boleh lebih dari 6 (enam) hari.

3. Biaya pendaftaran konferensi dan biaya tiket pesawat
kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/atau
laut sebesar at cost.

4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai
dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

5. Dosen tetap (PNS atau Non PNS) yang mengikuti
perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya berhak
menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.

ii. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti, atau
menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding,
pelatihan, pertandingan, atau kompetisi:

1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi
mitra, kementerian, atau penugasan lain hanya dapat
diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan
tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi
dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari
pimpinan.
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2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari maksimal perjalanan dinas dalam negeri selama 6 (enam) hari.
3. Prosedur pertanggung jawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
4. Pejabat, dosen tetap, dan tenaga kependidikan (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan. Pejabat bersangkutan harus memilih salah satu  sumber pendanaan yang akan digunakan (yang paling menguntungkan bagi UNS) jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari satu sumber pendanaan.
iii. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan:
1. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan  surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan  dinas  untuk  tanggap bencana atau situasi kedaruratan adalah maksimal dua kali jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri atau dua kali 6 (enam) hari.
3. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
A.1 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Kota Surakarta
ke Kota/Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Tengah (Satu Kali Perjalanan)
	No
	Kabupaten/Kota Tujuan
	Satuan
	Besaran

	1
	Kab. Banjarnegara
	Orang/Kali
	260.000

	2
	Kab. Banyumas
	Orang/Kali
	257.000

	3
	Kab. Batang
	Orang/Kali
	240.000

	4
	Kab. Elora
	Orang/Kali
	270.000

	5
	Kab. Boyolali
	Orang/Kali
	240.000

	6
	Kab. Brebes
	Orang/Kali
	263.000

	7
	Kab. Cilacap
	Orang/Kali
	280.000

	8
	Kab. Demak
	Orang/Kali
	230.000

	9
	Kab. Grobogan
	Orang/Kali
	235.000

	10
	Kab. Jepara
	Orang/Kali
	240.000


	No
	Kabupaten/Kota Tujuan
	Satuan
	Besaran

	11
	Kab. Karanganyar
	Orang/Kali
	250.000

	12
	Kab. Kebumen
	Orang/Kali
	260.000

	13
	Kab. Kendal
	Orang/Kali
	230.000

	14
	Kab. Klaten
	Orang/Kali
	250.000

	15
	Kab. Kudus
	Orang/Kali
	235.000

	16
	Kab. Magelang
	Orang/Kali
	240.000

	17
	Kab. Pati
	Orang/Kali
	240.000

	18
	Kab. Pekalongan
	Orang/Kali
	245.000

	19
	Kab. Pemalang
	Orang/Kali
	250.000

	20
	Kab. Purbalingga
	Orang/Kali
	270.000

	21
	Kab. Purworejo
	Orang/Kali
	250.000

	22
	Kab. Rembang
	Orang/Kali
	250.000

	23
	Kab. Semarang
	Orang/Kali
	230.000

	24
	Kab. Sragen
	Orang/Kali
	250.000

	25
	Kab. Sukoharjo
	Orang/Kali
	250.000

	26
	Kab. TegaL
	Orang/Kali
	260.000

	27
	Kab. Temanggung
	Orang/Kali
	240.000

	28
	Kab. Wonogiri
	Orang/Kali
	250.000

	29
	Kab. Wonosobo
	Orang/Kali
	250.000

	30
	Kota Magelang
	Orang/Kali
	240.000

	31
	Kota Pekalongan
	Orang/Kali
	245.000

	32
	Kota Salatiga
	Orang/Kali
	235.000

	33
	Kota Tegal
	Orang/Kali
	260.000


Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
	No
	Provinsi
	Satuan
	Luar Kota
	Dalam Kota Lebih dari
8 Jam
	Diklat

	1
	Aceh
	Orang/Hari
	378.000
	147.000
	115.500

	2
	Sumatera Utara
	Orang/Hari
	388.500
	157.500
	115.500

	3
	Riau
	Orang/Hari
	388.500
	157.500
	115.500

	4
	Kepulauan Riau
	Orang/Hari
	388.500
	157.500
	115.500

	5
	Jambi
	Orang/Hari
	388.500
	157.500
	115.500


	No
	Provinsi
	Satuan
	Luar Kota
	Dalam Kota Lebih dari
8 Jam
	Diklat

	6
	Sumatera Barat
	Orang/Hari
	399.000
	157.500
	115.500

	7
	Sumatera Selatan
	Orang/Hari
	399.000
	157.500
	115.500

	8
	Lampung
	Orang/Hari
	399.000
	157.500
	115.500

	9
	Bengkulu
	Orang/Hari
	399.000
	157.500
	115.500

	10
	Bangka Belitung
	Orang/Hari
	430.500
	168.000
	126.000

	11
	Banten
	Orang/Hari
	388.500
	157.500
	115.500

	12
	Jawa Barat
	Orang/Hari
	451.500
	178.500
	136.500

	13
	DKI Jakarta
	Orang/Hari
	556.500
	220.500
	168.000

	14
	Jawa Tengah
	Orang/Hari
	388.500
	157.500
	115.500

	15
	DI Yogyakarta
	Orang/Hari
	441.000
	178.500
	136.500

	16
	Jawa Timur
	Orang/Hari
	430.500
	168.000
	126.000

	17
	Bali
	Orang/Hari
	504.000
	199.500
	147.000

	18
	Nusa Tenggara Barat
	Orang/Hari
	462.000
	189.000
	136.500

	19
	Nusa Tenggara Timur
	Orang/Hari
	451.500
	178.500
	136.500

	20
	Kalimantan Barat
	Orang/Hari
	399.000
	157.500
	115.500

	21
	Kalimantan Tengah
	Orang/Hari
	378.000
	147.000
	115.500

	22
	Kalimantan Selatan
	Orang/Hari
	399.000
	157.500
	115.500

	23
	Kalimantan Timur
	Orang/Hari
	451.500
	178.500
	136.500

	24
	Kalimantan Utara
	Orang/Hari
	451.500
	178.500
	136.500

	25
	Sulawesi Utara
	Orang/Hari
	388.500
	157.500
	115.500

	26
	Gorontalo
	Orang/Hari
	388.500
	157.500
	115.500

	27
	Sulawesi Barat
	Orang/Hari
	430.500
	168.000
	126.000

	28
	Sulawesi Selatan
	Orang/Hari
	451.500
	178.500
	136.500

	29
	Sulawesi Tengah
	Orang/Hari
	388.500
	157.500
	115.500

	30
	Sulawesi Tenggara
	Orang/Hari
	399.000
	157.500
	115.500

	31
	Maluku
	Orang/Hari
	399.000
	157.500
	115.500

	32
	Maluku Utara
	Orang/Hari
	451.500
	178.500
	136.500

	33
	Papua
	Orang/Hari
	609.000
	241.500
	178.500

	34
	Papua Barat
	Orang/Hari
	504.000
	199.500
	147.000

	Penjelasan:
a. Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (kebutuhan makan, transpor lokal dalam kota tujuan, dan uang saku) untuk pegawai atau pihak lain dalam menjalankan tugas perjalanan dinas dalam negeri.


	No
	Provinsi
	Satuan
	Luar Kota
	Dalam Kota Lebih dari
8 Jam
	Diklat

	b. Uang harian diklat diberikan kepada pegawai yang diberikan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau di selenggarakan di luar kota, dimana akomodasi termasuk dalam biaya Pendidikan/pelatihan atau ditanggung pihak penyelenggara pendidikan/pelatihan.
c. Uang Harian diberikan secara lumpsum dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) hari, kecuali untuk kegiatan penelitian dan diklat.
d. Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk menghadiri undangan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak pengundang diberikan sebesar 80% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku.


A.2 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
	No
	Provinsi
	Satuan
	Tarif Hotel

	
	
	
	Golongan A
	Golongan B
	Golongan C
	Golongan D

	1
	Aceh
	Orang/Hari
	4.420.000
	3.526.000
	1.294.000
	556.000

	2
	Sumatera Utara
	Orang/Hari
	4.960.000
	1.518.000
	1.100.000
	530.000

	3
	Riau
	Orang/Hari
	3.820.000
	1.854.000
	1.037.000
	792.000

	4
	Kepulauan Riau
	Orang/Hari
	4.275.000
	1.854.000
	1.037.000
	792.000

	5
	Jambi
	Orang/Hari
	4.000.000
	3.337.000
	1.212.000
	580.000

	6
	Sumatera Barat
	Orang/Hari
	5.236.000
	3.332.000
	1.353.000
	650.000

	7
	Sumatera Selatan
	Orang/Hari
	5.850.000
	3.083.000
	1.571.000
	861.000

	8
	Lampung
	Orang/Hari
	4.491.000
	2.067.000
	1.140.000
	580.000

	9
	Bengkulu
	Orang/Hari
	2.140.000
	1.628.000
	1.546.000
	630.000

	10
	Bangka Belitung
	Orang/Hari
	3.827.000
	2.838.000
	1.957.000
	622.000

	11
	Banten
	Orang/Hari
	5.725.000
	2.373.000
	1.000.000
	718.000

	12
	Jawa Barat
	Orang/Hari
	5.381.000
	2.755.000
	1.201.000
	570.000

	13
	D.K.I. Jakarta
	Orang/Hari
	8.720.000
	1.788.000
	992.000
	730.000

	14
	Jawa Tengah
	Orang/Hari
	4.242.000
	1.480.000
	954.000
	600.000

	15
	D.I. Yogyakarta
	Orang/Hari
	5.017.000
	2.695.000
	1.384.000
	845.000

	16
	Jawa Timur
	Orang/Hari
	4.400.000
	1.605.000
	1.076.000
	664.000

	17
	Bali
	Orang/Hari
	4.890.000
	1.946.000
	1.078.000
	910.000

	18
	Nusa
Tenggara Barat
	Orang/Hari
	3.500.000
	2.648.000
	1.418.000
	580.000


	19
	Nusa
Tenggara Timur
	Orang/Hari
	3.000.000
	1.706.000
	1.355.000
	550.000

	20
	Kalimantan Barat
	Orang/Hari
	3.654.000
	1.538.000
	1.125.000
	538.000

	21
	Kalimantan Tengah
	Orang/Hari
	4.901.000
	3.391.000
	1.160.000
	659.000

	22
	Kalimantan Selatan
	Orang/Hari
	4.797.000
	3.316.000
	1.500.000
	648.000

	23
	Kalimantan Timur
	Orang/Hari
	4.000.000
	2.188.000
	1.507.000
	804.000

	24
	Kalimantan Utara
	Orang/Hari
	4.000.000
	2.188.000
	1.507.000
	804.000

	25
	Sulawesi Utara
	Orang/Hari
	4.919.000
	2.290.000
	1.034.000
	782.000

	26
	Gorontalo
	Orang/Hari
	4.168.000
	2.549.000
	1.586.000
	764.000

	27
	Sulawesi Barat
	Orang/Hari
	4.076.000
	3.098.000
	1.075.000
	704.000

	28
	Sulawesi Selatan
	Orang/Hari
	4.820.000
	1.550.000
	1.138.000
	732.000

	29
	Sulawesi Tengah
	Orang/Hari
	2.309.000
	2.027.000
	1.567.000
	951.000

	30
	Sulawesi Tenggara
	Orang/Hari
	2.475.000
	2.059.000
	1.297.000
	786.000

	31
	Maluku
	Orang/Hari
	3.467.000
	3.240.000
	1.048.000
	667.000

	32
	Maluku Utara
	Orang/Hari
	3.440.000
	3.175.000
	1.073.000
	600.000

	33
	Papua
	Orang/Hari
	3.859.000
	3.318.000
	2.521.000
	829.000

	34
	Papua Barat
	Orang/Hari
	3.872.000
	3.212.000
	2.056.000
	718.000


A.3 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)
	No
	Kota
	Satuan Bayar Tiket

	
	Asal
	Tujuan
	Bisnis
	Ekonomi

	1
	Jakarta
	Ambon
	13.285.000
	7.081.000

	2
	Jakarta
	Balikpapan
	7.412.000
	3.797.000

	3
	Jakarta
	Banda Acerh
	7.519.000
	4.492.000

	4
	Jakarta
	Bandar Lampung
	2.407.000
	1.583.000

	5
	Jakarta
	Banjarmasin
	5.252.000
	2.995.000

	6
	Jakarta
	Batam
	4.867.000
	2.888.000

	7
	Jakarta
	Bengkulu
	4.364.000
	2.621.000

	8
	Jakarta
	Biak
	14.065.000
	7.519.000


	No
	Kota
	Satuan Bayar Tiket

	
	Asal
	Tujuan
	Bisnis
	Ekonomi

	9
	Jakarta
	Denpasar
	5.305.000
	3.262.000

	10
	Jakarta
	Gorontolo
	7.231.000
	4.824.000

	11
	Jakarta
	Jambi
	4.065.000
	2.460.000

	12
	Jakarta
	Jayapura
	14.568.000
	8.193.000

	13
	Jakarta
	Yogyakarta
	4.107.000
	2.268.000

	14
	Jakarta
	Kendari
	7.658.000
	4.182.000

	15
	Jakarta
	Kupang
	9.413.000
	5.081.000

	16
	Jakarta
	Makassar
	7.444.000
	3.829.000

	17
	Jakarta
	Malang
	4.599.000
	2.695.000

	18
	Jakarta
	Mamuju
	7.295.000
	4.867.000

	19
	Jakarta
	Manado
	10.824.000
	5.102.000

	20
	Jakarta
	Manokwari
	16.226.000
	10.824.000

	21
	Jakarta
	Mataram
	5.316.000
	3.230.000

	22
	Jakarta
	Medan
	7.252.000
	3.808.000

	23
	Jakarta
	Padang
	5.530.000
	2.952.000

	24
	Jakarta
	Palangkaraya
	4.984.000
	2.984.000

	25
	Jakarta
	Palembang
	3.861.000
	2.268.000

	26
	Jakarta
	Palu
	9.348.000
	5.113.000

	27
	Jakarta
	Pangkal Pinang
	3.412.000
	2.139.000

	28
	Jakarta
	Pekanbaru
	5.583.000
	3.016.000

	29
	Jakarta
	Pontianak
	4.353.000
	2.781.000

	30
	Jakarta
	Semarang
	3.861.000
	2.182.000

	31
	Jakarta
	Solo
	3.861.000
	2.342.000

	32
	Jakarta
	Surabaya
	5.466.000
	2.674.000

	33
	Jakarta
	Ternate
	100.001.000
	6.664.000

	34
	Jakarta
	Timika
	13.830.000
	7.487.000

	35
	Ambon
	Denpasar
	8.054.000
	4.471.000

	36
	Ambon
	Jayapura
	7.434.000
	4.161.000

	37
	Ambon
	Kendari
	4.824.000
	2.856.000


	No
	Kota
	Satuan Bayar Tiket

	
	Asal
	Tujuan
	Bisnis
	Ekonomi

	38
	Ambon
	Makassar
	6.022.000
	3.455.000

	39
	Ambon
	Manokwari
	5.177.000
	3.027.000

	40
	Ambon
	Palu
	6.140.000
	3.508.000

	41
	Ambon
	Sorong
	3.637.000
	2.257.000

	42
	Ambon
	Surabaya
	8.803.000
	4.845.000

	43
	Ambon
	Ternate
	4.022.000
	2.449.000

	44
	Balikpapan
	Banda Aceh
	12.739.000
	6.749.000

	45
	Balikpapan
	Batam
	10.354.000
	5.305.000

	46
	Balikpapan
	Denpasar
	10.739.000
	5.648.000

	47
	Balikpapan
	Jayapura
	19.071.000
	10.086.000

	48
	Balikpapan
	Yogyakarta
	9.669.000
	4.749.000

	49
	Balikpapan
	Makassar
	12.664.000
	6.150.000

	50
	Balikpapan
	Manado
	15.702.000
	7.295.000

	51
	Balikpapan
	Medan
	12.493.000
	6.140.000

	52
	Balikpapan
	Padang
	10.942.000
	5.369.000

	53
	Balikpapan
	Palembang
	9.445.000
	4.749.000

	54
	Balikpapan
	Pekanbaru
	10.996.000
	5.423.000

	55
	Balikpapan
	Semarang
	9.445.000
	4.674.000

	56
	Balikpapan
	Solo
	9.445.000
	4.813.000

	57
	Balikpapan
	Surabaya
	10.889.000
	5.113.000

	58
	Balikpapan
	Timika
	18.408.000
	9.445.000

	59
	Banda Aceh
	Denpasar
	10.835.000
	6.279.000

	60
	Banda Aceh
	Jayapura
	19.167.000
	10.717.000

	61
	Banda Aceh
	Yogyakarta
	9.765.000
	5.380.000

	62
	Banda Aceh
	Makassar
	12.760.000
	6.781.000

	63
	Banda Aceh
	Manado
	15.798.000
	7.926.000

	64
	Banda Aceh
	Pontianak
	9.990.000
	5.840.000

	65
	Banda Aceh
	Semarang
	9.530.000
	5.305.000

	66
	Banda Aceh
	Solo
	9.530.000
	5.444.000


	No
	Kota
	Satuan Bayar Tiket

	
	Asal
	Tujuan
	Bisnis
	Ekonomi

	67
	Banda Aceh
	Surabaya
	10.985.000
	5.744.000

	68
	Banda Aceh
	Timika
	18.504.000
	10.076.000

	69
	Bandar Lampung
	Balikpapan
	8.126.000
	4.129.000

	70
	Bandar Lampung
	Banda Aceh
	8.225.000
	4.760.000

	71
	Bandar Lampung
	Banjarmasin
	6.193.000
	3.412.000

	72
	Bandar Lampung
	Batam
	5.840.000
	3.316.000

	73
	Bandar Lampung
	Biak
	14.119.000
	7.487.000

	74
	Bandar Lampung
	Denpasar
	6.236.000
	3.647.000

	75
	Bandar Lampung
	Jayapura
	14.568.000
	8.097.000

	76
	Bandar Lampung
	Yogyakarta
	5.155.000
	2.760.000

	77
	Bandar Lampung
	Kendari
	8.354.000
	4.482.000

	78
	Bandar Lampung
	Makassar
	8.161.000
	4.161.000

	79
	Bandar Lampung
	Malang
	5.594.000
	3.134.000

	80
	Bandar Lampung
	Manado
	11.199.000
	5.305.000

	81
	Bandar Lampung
	Mataram
	6.246.000
	3.626.000

	82
	Bandar Lampung
	Medan
	7.979.000
	4.150.000

	83
	Bandar Lampung
	Padang
	6.439.000
	3.380.000

	84
	Bandar Lampung
	Palangkaraya
	5.947.000
	3.401.000

	85
	Bandar Lampung
	Palembang
	4.931.000
	2.760.000

	86
	Bandar Lampung
	Pekanbaru
	6.482.000
	3.433.000

	87
	Bandar Lampung
	Pontianak
	5.380.000
	3.220.000

	88
	Bandar Lampung
	Semarang
	4.931.000
	2.685.000

	89
	Bandar Lampung
	Solo
	4.931.000
	2.824.000

	90
	Bandar Lampung
	Surabaya
	6.386.000
	3.123.000

	91
	Bandar Lampung
	Timika
	13.905.000
	7.455.000

	92
	Bandung
	Batam
	6.289.000
	3.583.000

	93
	Bandung
	Denpasar
	5.626.000
	3.252.000

	94
	Bandung
	Jakarta
	2.064.000
	1.476.000

	95
	Bandung
	Jambi
	5.006.000
	2.941.000


	No
	Kota
	Satuan Bayar Tiket

	
	Asal
	Tujuan
	Bisnis
	Ekonomi

	96
	Bandung
	Yogyakarta
	3.369.000
	2.129.000

	97
	Bandung
	Padang
	6.129.000
	3.508.000

	98
	Bandung
	Palembang
	4.385.000
	2.631.000

	99
	Bandung
	Pangkal Pinang
	4.599.000
	2.738.000

	100
	Bandung
	Pekanbaru
	6.525.000
	3.701.000

	101
	Bandung
	Semarang
	3.027.000
	1.957.000

	102
	Bandung
	Solo
	3.647.000
	2.268.000

	103
	Bandung
	Surabaya
	4.824.000
	2.856.000

	104
	Bandung
	Tanjung Pandan
	4.439.000
	2.663.000

	105
	Banjarmasin
	Banda Aceh
	10.792.000
	6.022.000

	106
	Banjarmasin
	Batam
	8.407.000
	4.578.000

	107
	Banjarmasin
	Biak
	16.686.000
	8.749.000

	108
	Banjarmasin
	Denpasar
	8.792.000
	4.920.000

	109
	Banjarmasin
	Jayapura
	17.135.000
	9.359.000

	110
	Banjarmasin
	Yogyakarta
	7.723.000
	4.022.000

	111
	Banjarmasin
	Medan
	10.546.000
	5.412.000

	112
	Banjarmasin
	Padang
	9.006.000
	4.642.000

	113
	Banjarmasin
	Palembang
	7.498.000
	4.022.000

	114
	Banjarmasin
	Pekanbaru
	9.049.000
	4.696.000

	115
	Banjarmasin
	Semarang
	7.498.000
	3.958.000

	116
	Banjarmasin
	Solo
	7.498.000
	4.097.000

	117
	Banjarmasin
	Surabaya
	8.942.000
	4.385.000

	118
	Banjarmasin
	Timika
	16.472.000
	8.717.000

	119
	Batam
	Banda Aceh
	10.439.000
	5.936.000

	120
	Batam
	Denpasar
	8.450.000
	4.824.000

	121
	Batam
	Jayapura
	16.782.000
	9.263.000

	122
	Batam
	Yogyakarta
	7.370.000
	3.936.000

	123
	Batam
	Makassar
	10.375.000
	5.337.000

	124
	Batam
	Manado
	13.413.000
	6.482.000


	No
	Kota
	Satuan Bayar Tiket

	
	Asal
	Tujuan
	Bisnis
	Ekonomi

	125
	Batam
	Medan
	10.193.000
	5.316.999

	126
	Batam
	Padang
	8.653.000
	4.546.000

	127
	Batam
	Palembang
	7.145.000
	3.936.000

	128
	Batam
	Pekanbaru
	8.707.000
	4.599.000

	129
	Batam
	Pontianak
	7.594.000
	4.396.000

	130
	Batam
	Semarang
	7.145.000
	3.861.000

	131
	Batam
	Solo
	7.145.000
	4.000.000

	132
	Batam
	Surabaya
	5.600.000
	4.300.000

	133
	Batam
	Timika
	16.119.000
	5.621.000

	134
	Bengkulu
	Palembang
	2.899.000
	1.893.000

	135
	Biak
	Balikpapan
	18.622.000
	9.477.000

	136
	Biak
	Bandaaceh
	18.718.000
	10.108.000

	137
	Biak
	Batam
	16.333.000
	8.664.000

	138
	Biak
	Denpasar
	16.729.000
	8.995.000

	139
	Biak
	Jayapura
	3.615.000
	2.321.000

	140
	Biak
	Yogyakarta
	15.648.000
	8.108.000

	141
	Biak
	Manado
	11.734.000
	6.353.000

	142
	Biak
	Medan
	18.472.000
	9.498.000

	143
	Biak
	Padang
	16.932.000
	8.728.000

	144
	Biak
	Palembang
	15.424.000
	8.108.000

	145
	Biak
	Pekanbaru
	16.985.000
	8.781.000

	146
	Biak
	Pontianak
	15.873.000
	8.568.000

	147
	Biak
	Surabaya
	12.782.000
	7.081.000

	148
	Biak
	Timika
	5.808.000
	3.444.000

	149
	Denpasar
	Jayapura
	11.680.000
	6.845.000

	150
	Denpasar
	Kupang
	5.091.000
	2.952.000

	151
	Denpasar
	Makassar
	4.182.000
	2.631.000

	152
	Denpasar
	Manado
	7.851.000
	4.278.000

	153
	Denpasar
	Mataram
	1.840.000
	1.390.000


	No
	Kota
	Satuan Bayar Tiket

	
	Asal
	Tujuan
	Bisnis
	Ekonomi

	154
	Denpasar
	Medan
	10.589.000
	5.658.000

	155
	Denpasar
	Padang
	9.049.000
	4.888.000

	156
	Denpasar
	Palangkaraya
	8.557.000
	4.909.000

	157
	Denpasar
	Palembang
	7.541.000
	4.278.000

	158
	Denpasar
	Pekanbaru
	9.092.000
	4.942.000

	159
	Denpasar
	Pontianak
	7.990.000
	4.738.000

	160
	Denpasar
	Timika
	10.140.000
	6.129.000

	161
	Jambi
	Balikpapan
	7.733.000
	4.407.000

	162
	Jambi
	Banjarmasin
	7.690.000
	4.193.000

	163
	Jambi
	Denpasar
	7.733.000
	4.439.000

	164
	Jambi
	Yogyakarta
	6.653.000
	3.551.000

	165
	Jambi
	Ku Pang
	11.434.000
	6.075.000

	166
	Jambi
	Makassar
	9.659.000
	4.952.000

	167
	Jambi
	Malang
	7.091.000
	3.925.000

	168
	Jambi
	Manado
	12.707.000
	6.097.000

	169
	Jambi
	Palangkaraya
	7.444.000
	4.193.000

	170
	Jambi
	Pontianak
	6.878.000
	4.011.000

	171
	Jambi
	Semarang
	6.428.000
	3.476.000

	172
	Jambi
	Solo
	6.428.000
	3.615.000

	173
	Jambi
	Surabaya
	7.883.000
	3.915.000

	174
	Jayapura
	Yogyakarta
	13.274.000
	7.690.000

	175
	Jayapura
	Manado
	22.109.000
	11.263.000

	176
	Jayapura
	Medan
	18.932.000
	10.097.000

	177
	Jayapura
	Padang
	17.381.000
	9.327.000

	178
	Jayapura
	Palembang
	15.873.000
	8.717.000

	179
	Jayapura
	Pekanbaru
	17.435.000
	9.380.000

	180
	Jayapura
	Pontianak
	16.322.000
	9.177.000

	181
	Jayapura
	Timika
	3.615.000
	2.289.000

	182
	Yogyakarta
	Denpasar
	3.861.000
	2.481.000


	No
	Kota
	Satuan Bayar Tiket

	
	Asal
	Tujuan
	Bisnis
	Ekonomi

	183
	Yogyakarta
	Makassar
	6.525.000
	3.893.000

	184
	Yogyakarta
	Manado
	10.536.000
	5.722.000

	185
	Yogyakarta
	Medan
	9.519.000
	4.770.000

	186
	Yogyakarta
	Padang
	7.969.000
	4.000.000

	187
	Yogyakarta
	Palembang
	6.460.000
	3.380.000

	188
	Yogyakarta
	Pekanbaru
	8.022.000
	4.054.000

	189
	Yogyakarta
	Pontianak
	6.910.000
	3.840.000

	190
	Yogyakarta
	Timika
	11.894.000
	7.038.000

	191
	Kendari
	Banda Aceh
	12.953.000
	7.102.000

	192
	Kendari
	Batam
	10.568.000
	5.658.000

	193
	Kendari
	Denpasar
	5.455.000
	3.273.000

	194
	Kendari
	Yogyakarta
	8.129.000
	4.706.000

	195
	Kendari
	Padang
	11.167.000
	5.722.000

	196
	Kendari
	Palembang
	9.659.000
	5.102.000

	197
	Kendari
	Pekanbaru
	11.220.000
	5.776.000

	198
	Kendari
	Semarang
	9.659.000
	5.027.000

	199
	Kendari
	Solo
	9.659.000
	5.166.000

	200
	Kendari
	Surabaya
	11.103.000
	5.466.000

	201
	Kendari
	Timika
	18.633.000
	9.798.000

	202
	Kupang
	Jayapura
	14.386.000
	8.108.000

	203
	Kupang
	Yogyakarta
	7.348.000
	4.182.000

	204
	Kupang
	Makassar
	7.637.000
	4.311.000

	205
	Kupang
	Manado
	11.648.000
	6.140.000

	206
	Kupang
	Surabaya
	6.749.000
	3.722.000

	207
	Makassar
	Biak
	8.493.000
	4.931.000

	208
	Makassar
	Jayapura
	10.193.000
	5.787.000

	209
	Makassar
	Kendari
	2.663.000
	1.786.000

	210
	Makassar
	Manado
	5.327.000
	2.909.000

	211
	Makassar
	Timika
	11.723.000
	6.567.000


	No
	Kota
	Satuan Bayar Tiket

	
	Asal
	Tujuan
	Bisnis
	Ekonomi

	212
	Malang
	Balikpapan
	10.108.000
	5.134.000

	213
	Malang
	Banda Aceh
	10.204.000
	5.765.000

	214
	Malang
	Banjarmasin
	8.161.000
	4.407.000

	215
	Malang
	Batam
	7.819.000
	4.311.000

	216
	Malang
	Biak
	16.087.000
	8.482.000

	217
	Malang
	Jayapura
	16.536.000
	9.092.000

	218
	Malang
	Kendari
	10.332.000
	5.487.000

	219
	Malang
	Makassar
	10.129.000
	5.166.000

	220
	Malang
	Manado
	13.167.000
	6.311.000

	221
	Malang
	Medan
	9.958.000
	5.145.000

	222
	Malang
	Padang
	8.418.000
	4.385.000

	223
	Malang
	Palangkaraya
	7.915.000
	4.407.000

	224
	Malang
	Palembang
	6.899.000
	3.765.000

	225
	Malang
	Pekanbaru
	8.461.000
	4.439.000

	226
	Malang
	Timika
	15.873.000
	8.461.000

	227
	Manado
	Medan
	15.552.000
	7.316.000

	228
	Manado
	Padang
	14.012.000
	6.546.000

	229
	Manado
	Palembang
	12.504.000
	5.926.000

	230
	Manado
	Pekanbaru
	14.055.000
	6.599.000

	231
	Manado
	Pontianak
	12.953.000
	6.396.000

	232
	Manado
	Semarang
	12.504.000
	5.851.000

	233
	Manado
	Solo
	12.504.000
	5.990.000

	234
	Manado
	Surabaya
	9.937.000
	5.262.000

	235
	Manado
	Timika
	16.183.000
	8.995.000

	236
	Mata Ram
	Balikpapan
	10.750.000
	5.615.000

	237
	Mataram
	Banda Aceh
	10.846.000
	6.246.000

	238
	Mataram
	Banjarmasin
	8.803.000
	4.888.000

	239
	Mataram
	Batam
	8.461.000
	4.803.000

	240
	Mataram
	Biak
	11.552.000
	6.546.000


	No
	Kota
	Satuan Bayar Tiket

	
	Asal
	Tujuan
	Bisnis
	Ekonomi

	241
	Mataram
	Jayapura
	13.092.000
	7.327.000

	242
	Mataram
	Yogyakarta
	4.417.000
	2.781.000

	243
	Mataram
	Makassar
	4.717.000
	2.909.000

	244
	Mataram
	Manado
	8.717.000
	4.738.000

	245
	Mataram
	Medan
	10.600.000
	5.637.000

	246
	Mataram
	Padang
	9.060.000
	4.867.000

	247
	Mataram
	Palembang
	7.551.000
	4.246.000

	248
	Mataram
	Pekanbaru
	9.102.000
	4.909.000

	249
	Mataram
	Pontianak
	8.001.000
	4.706.000

	250
	Mataram
	Surabaya
	3.829.000
	2.321.000

	251
	Medan
	Banda Aceh
	3.466.000
	2.193.000

	252
	Medan
	Makassar
	12.514.000
	6.172.000

	253
	Medan
	Pontianak
	9.733.000
	5.230.000

	254
	Medan
	Semarang
	9.284.000
	4.696.000

	255
	Medan
	Solo
	9.284.000
	4.835.000

	256
	Medan
	Surabaya
	10.739.000
	5.134.000

	257
	Medan
	Timika
	18.258.000
	9.455.000

	258
	Padang
	Makassar
	10.974.000
	5.402.000

	259
	Padang
	Pontianak
	8.193.000
	4.460.000

	260
	Padang
	Semarang
	7.744.000
	3.925.000

	261
	Padang
	Solo
	7.744.000
	4.065.000

	262
	Padang
	Surabaya
	9.199.000
	4.364.000

	263
	Padang
	Timika
	16.718.000
	8.685.000

	264
	Palangkaraya
	Banda Aceh
	10.546.000
	6.022.000

	265
	Palangkaraya
	Batam
	8.161.000
	4.578.000

	266
	Palangkaraya
	Yogyakarta
	7.477.000
	4.022.000

	267
	Palangkaraya
	Mataram
	8.557.000
	4.888.000

	268
	Palangkaraya
	Medan
	10.300.000
	5.412.000

	269
	Palangkaraya
	Padang
	8.760.000
	4.642.000


	No
	Kota
	Satuan Bayar Tiket

	
	Asal
	Tujuan
	Bisnis
	Ekonomi

	270
	Palangkaraya
	Palembang
	7.252.000
	4.022.000

	271
	Palangkaraya
	Pekanbaru
	8.803.000
	4.696.000

	272
	Palangkaraya
	Semarang
	7.252.000
	3.947.000

	273
	Palangkaraya
	Solo
	7.252.000
	4.086.000

	274
	Palangkaraya
	Surabaya
	8.696.000
	4.385.000

	275
	Palembang
	Balikpapan
	9.894.000
	5.220.000

	276
	Palembang
	Makassar
	9.466.000
	4.781.000

	277
	Palembang
	Pontianak
	6.685.000
	3.840.000

	278
	Palembang
	Semarang
	6.236.000
	3.305.000

	279
	Palembang
	Solo
	6.236.000
	3.444.000

	280
	Palembang
	Surabaya
	7.690.000
	3.744.000

	281
	Palembang
	Timika
	15.210.000
	8.076.000

	282
	Palu
	Makassar
	4.268.000
	2.578.000

	283
	Palu
	Poso
	1.957.000
	1.423.000

	284
	Palu
	Sorong
	6.878.000
	3.883.000

	285
	Palu
	Surabaya
	6.878.000
	3.883.000

	286
	Palu
	Toli-Toli
	2.941.000
	1.915.000

	287
	Pangkal Pinang
	Balikpapan
	9.038.000
	4.631.000

	288
	Pangkal Pinang
	Banjarmasin
	7.091.000
	3.915.000

	289
	Pangkal Pinang
	Batam
	6.739.000
	3.818.000

	290
	Pangkal Pinang
	Yogyakarta
	6.065.000
	3.262.000

	291
	Pangkal Pinang
	Makassar
	9.060.000
	4.663.000

	292
	Pangkal Pinang
	Manado
	12.097.000
	5.808.000

	293
	Pangkal Pinang
	Medan
	8.888.000
	4.653.000

	294
	Pangkal Pinang
	Padang
	7.337.000
	3.883.000

	295
	Pangkal Pinang
	Palembang
	5.829.000
	3.262.000

	296
	Pangkal Pinang
	Pekanbaru
	7.391.000
	3.936.000

	297
	Pangkal Pinang
	Pontianak
	6.279.000
	3.733.000

	298
	Pangkal Pinang
	Semarang
	5.829.000
	3.187.000


	No
	Kota
	Satuan Bayar Tiket

	
	Asal
	Tujuan
	Bisnis
	Ekonomi

	299
	Pangkal Pinang
	Solo
	5.829.000
	3.326.000

	300
	Pangkal Pinang
	Surabaya
	7.284.000
	3.626.000

	301
	Pekanbaru
	Pontianak
	8.247.000
	4.514.000

	302
	Pekanbaru
	Semarang
	7.797.000
	3.979.000

	303
	Pekanbaru
	Solo
	7.797.000
	4.118.000

	304
	Pekanbaru
	Surabaya
	9.241.000
	4.407.000

	305
	Pekanbaru
	Timika
	16.771.000
	8.739.000

	306
	Pontianak
	Makassar
	9.915.000
	5.241.000

	307
	Pontianak
	Semarang
	6.685.000
	3.765.000

	308
	Pontianak
	Solo
	6.685.000
	3.904.000

	309
	Pontianak
	Surabaya
	8.140.000
	4.204.000

	310
	Pontianak
	Timika
	15.659.000
	8.535.000

	311
	Semarang
	Makassar
	9.466.000
	4.706.000

	312
	Solo
	Makassar
	9.466.000
	4.845.000

	313
	Surabaya
	Denpasar
	3.198.000
	1.979.000

	314
	Surabaya
	Jayapura
	12.675.000
	7.231.000

	315
	Surabaya
	Makassar
	5.936.000
	3.433.000

	316
	Surabaya
	Timika
	11.295.000
	6.589.000

	Penjelasan:
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).


A.4 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
	No
	Provinsi
	Satuan
	Besaran (Rp)

	1
	Aceh
	Orang/Kali
	123.000

	2
	Sumatera Utara
	Orang/Kali
	232.000

	3
	Riau
	Orang/Kali
	94.000

	4
	Kepulauan Riau
	Orang/Kali
	137.000

	5
	Jambi
	Orang/Kali
	147.000

	6
	Sumatera Barat
	Orang/Kali
	190.000

	7
	Sumatera Selatan
	Orang/Kali
	128.000

	8
	Lampung
	Orang/Kali
	167.000

	9
	Bengkulu
	Orang/Kali
	109.000

	10
	Bangka Belitung
	Orang/Kali
	90.000

	11
	Banten
	Orang/Kali
	446.000

	12
	Jawa Barat
	Orang/Kali
	166.000

	13
	DKI Jakarta
	Orang/Kali
	256.000

	14
	Jawa Tengah
	Orang/Kali
	90.000

	15
	DI Yogyakarta
	Orang/Kali
	118.000

	16
	Jawa Timur
	Orang/Kali
	194.000

	17
	Bali
	Orang/Kali
	159.000

	18
	Nusa Tenggara Barat
	Orang/Kali
	231.000

	19
	Nusa Tenggara Timur
	Orang/Kali
	108.000

	20
	Kalimantan Barat
	Orang/Kali
	135.000

	21
	Kalimantan Tengah
	Orang/Kali
	111.000

	22
	Kalimantan Selatan
	Orang/Kali
	150.000

	23
	Kalimantan Timur
	Orang/Kali
	450.000

	24
	Kalimantan Utara
	Orang/Kali
	218.000

	25
	Sulawesi Utara
	Orang/Kali
	138.000

	26
	Gorontalo
	Orang/Kali
	240.000

	27
	Sulawesi Barat
	Orang/Kali
	313.000

	28
	Sulawesi Selatan
	Orang/Kali
	145.000

	29
	Sulawesi Tengah
	Orang/Kali
	165.000

	30
	Sulawesi Tenggara
	Orang/Kali
	171.000

	31
	Maluku
	Orang/Kali
	240.000

	32
	Maluku Utara
	Orang/Kali
	215.000


	No
	Provinsi
	Satuan
	Besaran (Rp)

	33
	Papua
	Orang/Kali
	431.000

	34
	Papua Barat
	Orang/Kali
	182.000

	Penjelasan:
a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya satu kali perjalanan dari tempat kedudukan  menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya yang dibayar  secara  at cost.
b. Apabila kegiatan perjalanan dinas ke lebih dari satu tujuan,  maka biaya transportasi dari tujuan pertama ke tujuan kedua  dan seterusnya akan diperhitungkan secara at cost berdasarkan bukti pengeluaran.


	
	
	

	

	

	

	

	
	
	


Uang yang diterima                   : Rp.�
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�Mahasiswa yang menyerahkan


�Masyarakat umum/ pejabat pemerintahan


�Jika masyarakat umum menggunakan matari 10K





Jika pejabat pemerintah (kepala desa, lurah, dst) menggunakan cap instansi dan ttd kepala daerah tsb


�Mahasiswa yang menyeahkan





